BUPATI ACEH TIMUR
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH TIMUR

TAHUN ANGGARAN 2021

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

Menimbang

a.

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TIMUR,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan
Aceh, disebutkan bahwa selain mempunyai kewajiban
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dan
bupati/walikota mempunyai kewajiban untuk
memberikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Aceh
dan pemerintahan kabupaten/kota kepada Pemerintah,
memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban
kepada DPRA/DPRK, dan menginformasikan laporan
penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dan pemerintahan
kabupaten/kota kepada masyarakat;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa
Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD
dengan dilampiri lapcran keuangan vang telah diperiksa
oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam)
bulan setelah tahun anggaran berakhir;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Timur Tahun
Anggaran 2021;
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Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten
Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1092);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan
Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera
Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1103);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajk
Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor
62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3569);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38351);
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3893);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4633);

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan {(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

15. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1028);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5340j;
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Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
Peraturann Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5950);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negam Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6279);

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
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Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33} sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor
16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 63);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);

Qanun Aceh Nomor S5 Tahun 2011 tentang Tata
Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Aceh
Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Aceh
Nomor 38);

Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 9 Tahun 2008
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan  Daerah
Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten
Aceh Timur Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 12);

5. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur
Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur
Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas
Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur
Tahun 2021 Nomor 6);

Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 1 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur
(Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2017 Nomor 1);
Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 9 Tahun 2020
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten
Aceh Timur Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Kabupaten
Aceh Timur Tahun 2020 Nomor 9);
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TIMUR

Menetapkan:

dan
BUPATI ACEH TIMUR

MEMUTUSKAN:

QANUN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN
ACEH TIMUR TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Kabupaten (APBK)} Aceh Timur berupa
laporan keuangan, memuat:

laporan realisasi anggaran;

neraca;

laporan arus kas;

laporan operasional;

laporan perubahan saldo anggaran lebih;

laporan perubahan ekuitas; dan

catatan atas laporan keuangan.

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan
keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

mmoe QAo o

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 ayat (1) huruf a tahun anggaran 2021, sebagai
berikut:

a. pendapatan Rp. 1.811.878.762.006,61
b. belanja Rp. 1.838.593.600.642.38
surplus/(defisit) Rp. (26.714.838.635,77)
c. pembiayaan
- penerimaan Rp. 8G6.923.491.245,66
- pengeluaran Rp. 0.00
pembiayaan neto Rp. 8€.923.491.245,66
SILPA Rp. 63.208.652.609,89
Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2, sebagai berikut:

a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah
Rp48.508.052.781,39 (empat puluh delapan milyar lima
ratus delapan juta lima puluh dua ribu tujuh ratus
delapan puluh satu rupiah tiga puluh sembilan sen),
dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran pendapatan

setelah perubahan Rp. 1.860.386.814.788,00
2. realisasi Rp. 1.811.878.762.006,61
Selisih (Kurang) Rp. (48.508.052.781,39)

-



selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah
Rpl111.716.705.391,62 (seratus sebelas milyar tujuh ratus
enam belas juta tujuh ratus lima ribu tiga ratus sembilan
puluh satu rupiah enam puluh dua sen), dengan rincian
sebagai berikut:

1. anggaran belanja setelah

perubahan Rp. 1.950.310.306.034,00
2. realisasi Rp. 1.838.593.600.642.38
Selisih (Kurang) Rp. (111.716.705.391,62)

selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah
Rp63.208.652.610,23 (enam puluh tiga milyar dua ratus
delapan juta enam ratus lima puluh dua ribu enam ratus
sepuluh rupiah dua puluh tiga sen), dengan rincian
sebagai berikut:

1. surplus/defisit setelah

perubahan Rp. (89.923.491.246,00)
2. realisasi Rp. (26.714.838.635.77)
Selisih Tambah Rp. 63.208.652.610,23

selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan
sejumlah Rp0,34 (nol koma tiga puluh empat sen), dengan
rincian sebagai berikut:
1. anggaran penerimaan

pembiayaan setelah

perubahan Rp. 89.923.491.246,00
2. realisasi Rp. 89.923.491.245,66
Selisih (Kurang) Rp. (0,34)

selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan
sejumlah Rp0,00 (nol), dengan rincian sebagai berikut:
1. anggaran pengeluaran

pembiayaan setelah

perubahan 0,00
2. realisasi L 0,00
Selisih (Kurang) Rp 0,00

selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto
sejumlah Rp0,34 (nol koma tiga puluh empat sen), dengan
rincian sebagai berikut:

1. anggaran pembiayaan

netto Rp. 89.923.491.246,00
2. realisasi Rp. 89.923.491.245.66

Selisih (Kurang) (0,34)
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Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b
per 31 desember tahun 2021, sebagai berikut:

a.jumlah aset Rp. 3.399.897.592.618,00

b. Jumlah kewa jiban Rp. 119.966.429.430,93

c. jumlah ekuitas Rp. 3.279.931.163.187,07
Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat
(1) huruf ¢, untuk tahun yang berakhir sampai dengan
31 desember tahun 2021, sebagai berikut:

a. saldo kas awal

per 1 januari tahun 2021 Rp. 85.869.912.138,99
b. arus kas dari aktivitas

operasi Rp. 224.801.834.598,23
c. arus kas dari aktivitas

investasi Rp. (251.516.673.234,00)
d. arus kas darn aktivitas

pendanaan Rp 0,00
e. arus kas dari aktivitas

transitoris Rp. (5.435.170.170,22)
f. kas di BLUD Rp. 7.744.270.850,21
g. kas di bendahara FKTP Rp. 1.676.374.161,45
h. kas di bendahara BOS Rp. 68.104.265,23
i. saldo kas akhir

per 31 desember tahun 2021  Rp. 63.208.652.609,89
Pasal 6
Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

ayat (1) huruf d, untuk tahun yang berakhir sampai dengan
31 desember tahun 2021, sebagai berikut:

a. pendapatan-LO Rp. 1.491.504.202.476,61
b. beban
- beban operasi Rp. 1.386.215.083.573,10
- kegiatan non operasional  Rp. 5.497.822.597,80
- pos luar biasa Rp. 1.526.493.900,00
surplus/ difisit-LO Rp. 98.264.802.405,71
Pasal 7

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e, untuk tahun yang
berakhir sampai dengan 31 desember tahun 2021, sebagai
berikut:
a. saldo anggaran lebih awal Rp. 89.923.491.245,66
b. penggunaan SAL sebagai

penerimaan pembiayaan

tahun berjalan Rp. 89.923.491.245,66

sub total Rp. 0,00
c. sisa lebih/kurang

pembiayaan (silpa/ sikpa) Rp. 63.208.652.609,89

sub total Rp. 63.208.652.609,89

o
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d. koreksi kesalahan
pembukuan tahun
sebelumnya Rp. 0,00
Lain-lain Rp. 0,00

saldo anggaran lebih akhir Rp. 63.208.652.609,89
Pasal 8
Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1 ayat (1) huruf f, untuk tahun yang berakhir sampai
dengan 31 desember tahun 2021, sebagai berikut:

a. ekuitas awal Rp. 3.181.666.360.781,36
b. surplus defisit-LO Rp. 98.264.802.405,71
c. dampak kumulatif perubahan
kebijakan/kesalahan
mendasar:
- koreksi nilai persediaan Rp. 0,00
- selisih revaluasi aset tetap Rp. 0,00
- koreksiekuitaslainnya Rp. 0,00
ekuitas akhir Rp. 3.279.931.163.187,07
Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 ayat (1) huruf g tahun anggaran 2021, memuat
informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas
pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Timur sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran Qanun
ini, terdiri dari:

a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran (LRA);

Lampiran 1.1 : Penjabaran Laporan Realisasi
Anggaran,

Lampiran 1.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi
menurut kelompok dan jenis
pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

Lampiran 1.3 : Rincian APBD menurut urusan
pemerintahan daerah, organisasi,

program, kegiatan, sub kegiatan,
kelompok, dan jenis pendapatan,
belanja dan pembiayaan;

Lampiran 1.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut
urusan pemerintahan daerah,
organisasi, program, kegiatan dan sub
kegiatan;

b. Lampiran II : Laporar. perubahan saldo anggaran

lebih;



B b RS SR L

BB

e

At e e *
e, ot SR S .

Lampiran XIII
Lampiran XIV
Lampiran XV
Lampiran XVI
Lampiran XVIi
Lampiran XVIII

Lampiran XX

Lampiran XX.1

Lampiran XX.2

. Ikhtisar laporan keuangan

i il WY IS, e - ) - o M b

-10-

: Laporan operasional;

: Laporan perubahan ekuitas;

: Neraca;

: Laporan arus kas;

. Catatan atas laporan keuangan;

: Daftar rekapitulasi piutang daerah;

: Daftar rekapitulasi penyisihan piutang

tidak tertagih;

- Daftar rekapitulasi dana bergulir dan

penyisihan dana bergulir;

. Daftar penyertaan modal (investasi)
pemerintah daerah;
Daftar rekapitulasi realisasi

penambahan dan pengurangan aset
tetap daerah;

: Daftar rekapitulasi aset tetap;
. Daftar rekapitulasi konstruksi dalam

pekerjaan;

- Daftar rekapitulasi aset lainnya;

. Daftar dana cadangan daerah;

. Daftar kewajiban jangka pendek;
. Daftar kewajiban jangka panjang;
: Daftar

sub kegiatan yang belum
diselesaikan sampai akhir tahun

anggaran 2021 dan dianggarkan
kembali dalam tahun  anggaran
berikutnya;

: Ikhtisar laporan keuangan Badan
Usaha Milik Daerah/Perusahaan

Daerah terdiri atas;

(Neraca)
Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan
Daerah;

: Ikhtisar laporan keuangan (laporan

laba/rugi) Badan Usaha
Daerah/Perusahaan Daerah.

Milik

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati Aceh Timur tentang
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Timur Tahun

Anggaran

2021,

sebagai rincian

lebih lanjut dari

pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Timur.

-
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Pasal 12
Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinyya, memerintahkan

pengundangan Qanun ini dengan penempatanmya dalam
Lembaran Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Idi .
pada tanggal 34 Juk 2022 M
30 Plullwy;ak 1443 H

Pj. BUPATI ACEH TIMUR,

MAHYUDDIN

pada tanggal 3 )Yl 2022 M
30 nuiwpak 1443 H

Pit. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR,

o o

LEMBARAN KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2022 NOMOR l'

NOREG QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR, PROVINSI ACEH : (4/37/2022);
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